BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPAQI BULUKUMBA
NOMOR: i§§. 45 - § Towa 2022
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PERANGKAT DAERAH SELAKU KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
- DAERAH, PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TAHUN 2022

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Pasal 6, Pasal 7 dan
Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta untuk
tertib serta lancarnya pengelolaan keuangan pada
perangkat daerah maka perlu Penetapan Pejabat
Perangkat Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah KabupatenBulukumba
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016
tentang Perubahan  Atas Peraturan  Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun
2016 Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terkahir dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun
2021 Nomor 1}); .

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angaran 2022 (Lembaran
Daerah  Kabupaten Bulukumba Tahun 2021
Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : T

KESATU . :  Menetapkan Pejabat Perangkat Daerah selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah,’ Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah, Penggguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran Tahun 2022.

KEDUA . Pengelola Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
diktum KESATU, terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
c. Kepala SKPD selaku PA; dan
d. Direktur RSUD H. Andi Sultang Daeng Radja selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
KETIGA . Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA
huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
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b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,
rancangan perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.
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Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
diktum KETIGA, Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,
dan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah vang
telah diatur dalam Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan
fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud diktum
KELIMA huruf d berwenang:
menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA SKPD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
melaksanakan pemungutan pajak daerah;
menetapkan SPD;
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
Keuangan Daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan
melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
mengelola investasi;
menetapkan anggaran kas;
. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
membuka rekening kas umum daerah;
membuka rekening penerimaan;
membuka rekening pengeluaran; dan
menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanan APBD.
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Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c,
mempunyai tugas sebagai berikut:

a.
b.
c.
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menyusun RKA SKPD;

menyusun DPA SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah,;
mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

. menandatangani SPM;

mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnva,

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
SKPD yang dipimpinnya,

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD vyang
dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

. menetapkan pejabat lainnva dalam SKPD vyang

dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Direktur RSUD H. Andi Sultang Daeng Radja selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud
diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas sebagai
berikut:
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menyusun RKA SKPD;

. menyusun RBA;

menyusun DPA SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;

mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
SKPD yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD vyang
dipimpinnya;

. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD vyang
dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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KESEMBILAN :  Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana  dimaksud diktum KETUJUH dan
KEDELAPAN bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas
dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

KESEPULUH :  Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pejabat
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, berdasarkan
struktur kelembagaan yang berlaku pada lingkup
Pemerintah Daerah dengan uraian tugas dan fungsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya
akan diadakan perbaikan sebagimana mestinva.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

Ditetapkan diBulukumba
pad atanggal 2 Jpauavt 2022

Tembusan disampaikan kepada:
1. Gubernur Sulawesi Selatan.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba.

3. Kepala KPPN Wilayah Bantaeng.

4. Para Pimpinan Bank Cabang Bulukumba Bank Sul-Sel, BRI, BNI, Bank Mandiri

dan Bank Mandiri Syariah.
/5. Pertinggal.
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